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Pengantar Penerbit

Gagasan tentang “Dialog Jakarta-Papua” sudah cukup lama disampaikan
melalui berbagai media publik. Salah satu yang konsisten tanpa henti,
adalah yang ditemukan dalam buku “Angkat Pena Demi Dialog Papua”,
kumpulan 54 artikel opini, yang ditulis secara pribadi oleh Pater Neles
Kebadabi Tebay sejak tahun 2001-2011, terbit tahun 2011, dan sudah
dicetak ulang. Buku tersebut sudah diluncurkan dan didiskusikan di
kalangan luas, di Jakarta tanggal 29 Mei 2012 dan di Jogyakarta 20 Juni
2012. Peluncuran di Jayapura dilakukan pada tanggal 19 September 2012.

Salah satu gagasan yang muncul sebagai tindaklanjut dari acara

peluncuran dan diskusi buku tersebut adalah, menerbitkan satu buku
. yang berisi tulisan singkat dari 100 orang Indonesia, mulai dari Papua
sampai Aceh.

- Kami tahu bahwa ada banyak warga Indonesia yang mengikuti
perkembangan pemikiran tentang Papua dan berita-berita tentang keada-
an di Tanah Papua. Mereka prihatin sekaligus berharap bahwa persoalan
Papua perlu diselesaikan segera dengan cara-cara yang elegan, tanpa
kekerasan, beradab. Dengan demikian masyarakat Papua bisa hidup
tenang, tanpa ketakutan, tanpa stigma. Dalam menjalankan dan
mengembangkan berbagai aktivitas, mereka bisa membangun kehidupan -
yang sungguh-sungguh manusiawi sebagai sesama warga negara Indone-
sia.

Tulisan dalam buku ini sangat bervariasi, sesuai dengan pemikiran,
pengalaman dan konteks dari masing-masing penulis. Intinya adalah,
tentang pikiran-pikiran konkrit mereka tentang dialog sebagai jalan damai
untuk menyelesaikan masalah Papua. Dialog yang sudah dimulai dengan
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sosialisasi wacana, konsep dan pertemuan-pertemuan serta percaka
percakapan, di Tanah Papua, di Jakarta dan di beberapa daerah yang
lain, bahkan di dunia Internasional perlu ditingkatkan menjadi sebuah
dialog yang lebih terencana, terprogram dengan baik dan jelas. Dengan
demikian, dialog menjadi sebuah tindakan konkrit dan dapat berjalan
dengan baik, serius dan memenuhi harapan semua pihak, yakni
masyarakat Papua di seluruh Tanah Papua, di luar Tanah Papua,
Pemerintah Indonesia di Jakarta dan di Tanah Papua, dan harapan seluruh
rakyat Indonesia. ‘

Buku ini berjudul “100 orang Indonesia angkat pena demi dialog
Papua”. Tetapi, Anda-para pembaca-akan menemukan 99 tulisan saja.
Para penulis adalah orang-orang yang berlatarbelakang berbeda-beda,
terdiri dari 23 orang perempuan, 76 orang laki-laki ditambah dengan
dua pemberi kata pengantar. Mereka dari berbagal generasi dan
latarbelakang sosial-budaya, etnis, agama. Mereka berasal dari 25 propinsi.
Ada budayawan, akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,

" guru, jurnalis, tokoh masyarakat, tokoh agama-agama, tokoh adat.

Sengaja kami mengumpulkan hanya 99 tulisan, termasuk beberapa
bahan dari narasumber pada saat peluncuran dan diskusi buku “Angkat
Pena”. Maksudnya, memberi kesempatan kepada warga negara Indone-
sia “yang ke-100”, yaitu mereka yang tersebar di seluruh pelosok tanah
air, yang mempunyai perhatian, keprihatinan serta harapan yang sama,
yang tidak dapat dilibatkan dalam penerbitan buku ini, lebih karena
alasan tehnis. Buku akan menjadi sangat tebal.

Ke-99 tulisan ini kiranya memberi kekuatan dengan “energi posmf”
kepada semua pikiran, hati nurani, semua usaha, kerja-kerja dari semua
orang, di Jakarta, di Tanah Papua, di seluruh Indonesia dan di luar Negeri
untuk sungguh-sungguh menginginkah, berharap, dan melakukan hal-
hal konkrit demi merealisasikan Papua menjadi Tanah Damai, Indonesia
menjadi bangsa dan negara yang adil dan beradab.

Terima kasih banyak kepada para penulis, mulai dari mereka yang
sudah memasukkan tulisan pada waktunya dengan rencana awal dan
yang selalu bertanya-tanya, “apakah buku Papua sudah terbit?” Atau
“kapan buku Papua itu terbit?”, sampai kepada mereka yang akhirnya
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diminta untuk menulis dan segera memasukkan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya. Ada beberapa yang kemudian di tengah jalan,
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mundur karena kesibukan tak kunjung berhenti, ada juga karena sakit.
Pemberi kata pengantar untuk buku ini, sengaja memilih dua orang,
satu dari Papua, Uskup Leo Labalajar, OFM lainnya dari luar Papua, Prof.
Dr. Daoed Joesoef. Kami berterima kasih kepada Prof. Dr. Daced Joesoef,
yang sudah memasukkan bahan Kata Pengantar, ketika baru kira-kira 12
tulisan yang masuk. Kami mengapresiasi kesediaan, dan keseriusan Bapak
Daoed Joesoef untuk memberi perhatian kepada persoalan Papua yang
adalah persoalan bangsa Indonesia. Juga kepada Uskup Leo Labalajar,
' yang telah menulis secara khusus Pengantar singkat-padat untuk buku
'~ ini. Terima kasih juga atas kesabaran Bapak berdua yang menunggu
terbitnya buku ini. Terima kasih juga kepada Sdr. Killion Wenda, staf di
kantor Jaringan Damai Papua (JDP), di Abepura, yang selalu bersedia
diganggu untuk mencari dan mengirimkan foto-foto yang diperlukan.
Semua ini menandakan betapa merealisasikan dan menjalankan
dialog itu tidak mudah, perlu kesabaran, perlu komunikasi terbuka terus-
‘menerus. Satu hal yang pasti adalah, bila ada kemauan yang sungguh-
sungguh, dan berusaha dengan sungguh-sungguh, harapan akan tercapai,
Papua menjadi Tanah Damai, Indonesia menjadi bangsa yang adil dan

beradab.

Yogyakarta, 15 Juni 2013
Elga J. Sarapung
Institut DIAN/Interfidei
Jalan Banteng Utama 59 Yogyakarta 55581
http://www.interfidei.or.id

| ' vii €



‘Pengantar
DAMAI, DIALOG DAN KONSENSUS

Prof. Dr. Daoed Joesoef’

Warga masyarakat Papua semakin bergolak. Pergolakan ini merupakan

manifestasi dari ketidakpuasan mereka terhadap kondisi kehidupan

berbangsa dan bernegara‘, terhadap pembangunan perwujudan

keindonesiaan kita selama ini dan terhadap cara penanganan pemermtah
- atas manifestasi dari ketidakpuasan tadi.

Ketldakpuasan tersebut sejujurnya ada di seluruh w1layah NKRI
dalam derajat yang berbeda. Yang memprihatinkan kita sebenarnya bukan
hanya pemerataan ketidakpuasan itu an sich, tetapi juga ketidakpedulian
warga kepada mereka yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk
mengatur negeri tercinta ini. Mereka kelihatannya asyik memikirkan
bagaimana bisa berkuasa hanya demi kekuasaan yang berkelanjutan.
Mereka ini terdiri tidak hanya atas tokoh-tokoh yang berada di pusat
(Jakarta), tetapi juga putera-puteri daerah yang dipercaya mengendalikan
pemerintahan di daerahnya masing-masing dengan dalih “otonomi”,
“pemekaran wilayah” dan slogan muluk lainnya yang menutup-nutupi
aspirasi kekuasaan pribadi dan/atau kelompok primordial. '

Jadi tidak tepat kiranya kalau dibangkitkan gagasan “dialog Jakarta-
Papua” dalam kondisi seperti ini. Akan lebih fungsional kalau kita secara
jujur mendorong diri masing-masing untuk berdialog dengan nurani
sendiri dan sekaligus berdialog dengan dan di antara sesama, selaku
warganegara yang setara, sederajat dan bertanggung jawab bersendikan
kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indo-
nesia. Azas fundamental dari kesetaraan (equality) warganegara ini .
merupakan dasar bagi demokrasi modern. :

! Pemerhati persoalan Papua, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
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pendapat yang tertulis jelas. Buku ini penalarannya didasarkan atas
pendapat yang tertulis jelas. Buku ini merupakan kumpulan dari pendapat- .
pendapat tersebuit. [a adalah hasil “angkat pena” dari para pemikir andalan
kita yang tersebar di seluruh tanah-air. Walaupun semua tulisan berkisar
pada masalah masyarakat Papua, ia pantas dimanfaatkan untuk mencari
dan menemukan solusi ketidakpuasan daerah-daerah lain yang banyak
sedikitnya beratur sama.

Saya tidak akan mengomentari tulisan-tulisan yang ada di buku ini
satu per satu. Saya silahkan setiap pembaca mengevaluasinya sendiri
bersendekian kepekaan masing-masing. Pembacaan buah pikiran yang
beraneka ragam sungguh dianjurkan karena bermanfaat, memungkinkan
orang bisa menjadi “lebih luhur”, “lebih kaya” secara intelektual. Perlu
diakui bahwa walaupun semua dan setiap kita, selaku warganegara,
adalah setara mengenai hak-hak, tentu ada di antara kita yang tetap
masih tidak setara dalam kemampuan turut mengatur dan mempengaruhi

- perumusan kebijakan dalam penanganan urusan bersama.

Warga masyarakat Papua berusaha membuat “Papua menj jadi Tanah
Damai”. Perdamaian terwujud apabila kelompok- kelompok - daerah, suku,
komunitas religious dan adat — merasa puas karena telah berkesempatan
‘menghayati nilai, atau setelah ada kepastian bahwa penghayatan tersebut
akan bisa terlaksana, sedangkan kematian biologisnya tidak mengandung
unsur bunuh diri kolektif yang terpaksa atau pembunuhan yang teroganisir,
terstruktur dan terpimpin dengan dalih demi keamanan nasional.

Maka demi perdamaian sejati itu perlu ada dialog. Sebab kalau
peperangan bisa d1gerakkan oleh satu orang, untuk menimbulkan
perdamaian diperlukan paling sedikit dua orang yang tidak sejalan.
Dengan kata lain, perlu dialog di antara para pemangku kepentingan.
Dialog yang dengan sadar diarahkan ke pencapaian konsensus. Jadi sama-
sama melaksanakan satu sistem yang sekaligus merupakan suatu proses

" pembicaraan di antara warga negara yang setara dan sederajat
(musyawarah) dan hasil pertukaran dari para manusia yang bermartabat,
" sama-sama punya “humanist outlook, and not just simplistic hegemonial one”

(mufakat).




Konsensus? Ya, konsensus! Semua silang pendapat tentang satu istilah
yang bermakna jalan ke arah perdamaian. Semua monolog eulogistic
mengenai satu konsep yang mengandung dialog. Semua intoleransi, atas
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nama suatu gagasan yang tidak bisa dipahami tanpa spirit toleransi yang
sadar. Memang ada kecenderungan setiap orang berusaha mengambll
~alih, demi kemanfaatan sendiri, suatu istilah yang hakikat sejatinya
mengandung gagasan “fair and free sharing”. Maka subjek yang begitu
luas dan kompleks — damai, dialog, konsensus, musyawarah, mufakat —
jelas memerlukan pemikiran yang mendalam, sebab renungan yang
dangkal, sepintas lalu dan tergesa-gesa akan bermuara pada kekeliruan,
kesalahpahaman dan omissi.

Dari artikel yang dikumpulkan oleh buku ini jelas kelihatan betapa
para penulisnya telah berusaha keras untuk mengelakkan jebakan-
jebakan dari interpretasi kategoris tentang konsensus. Walaupun di sana-
sini terlihat perbedaan dalam sensibilitas dan cara pendekatan, yang
sungguh menyuburkan pertumbuhan intelektualitas, setiap penulis
terkesan mengadopsi dalam karya tulisnya suatu perspektif yang terbuka
bagi pertanyaan dan kritikan. Ketidakmauan bersama untuk pasrah begitu
saja pada setiap koma dogmatis ini dalam dirinya sudah merupakan suatu
manifestasi dari dan suatu sikap yang mengacu pada spirit konsensus
yang jenuin.

Konsensus? Ya! Walaupun Indonesia sering disebut by nature
merupakan negara bangsa maritim yang bertaburkan pulau-pulau terpisah,
memang benar, namun tidak boleh ada warga negara yang merasa dirinya
berupa pulau yang menyendiri. Semua dan setiap warganegara Indonesia -
bersama-sama sesama warganegara yang berada di pulau atau daerah
berbeda serta berlainan suku, berbagi tanggung jawab atas nasib
kemanusiaan kita. Kalau takdir merupakan hak prerogative Tuhan Sang
Pencipta, nasib ada di tangan kita sendiri.

Bila demikian missi bersama kita adalah memikirkan, mencari dan
menerjemahkan ke dalam aksi bersama yang dapat menyumbang inter
dlia ke arah perwujudan “a just and durable peace” di NKRI. Sulit
dibayangkan bahwa solusi seperti ini-dapat dicapai dengan penerapan -
azas mayoritas, mengingat implementasinya menuntut partisipasi aktif dan
komitmen dari semua anak suku dan putera-puteri daerah. Kita diminta
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bersepakat untuk sehidup dan semati, kita yang sama-sama
membentuk NKRI. :

Semua gagasan tertulis hasil dari “angkat pena demi dialog Papua”
memang by its very nature tertuju pada pikiran yang bersarang dalam benak.
Namun berhubung tujuan —akhir dari dialog adalah sesuatu yang praktis,

~ persepakatan di antara pikiran perlu dicapai secara spontan, tidak
berdasarkan suatu konsep abstrak bersama, tetapi bersendikan suatu
konsep praktis bersama, tidak berdasarkan affirmasi mengenai satu visi
yang sama, tetapi bersendikan affirmasi tentang suatu korpus tunggal
kepercayaan dalam aksi penanganan masalah yang dihadapi bersama.
Hal ini memang belum seberapa, namun ia merupakan benteng yang
tersisa dalam benak kita di mana pikiran dapat saling bertemu. Jika perang
berawal dalam benak manusia, maka di dalam benak manusia itu harus
dibangun benteng perdamaian.

Hal tersebut dapat membenarkan adanya upaya besar, bahkan suatu
tugas besar kewarganegaraan untuk menciptakan “damai” tidak hanya
dalam “benak manusia Indonesia”, tetapi juga dalam “hati manusia In-
donesia”. Filosof — matematikawan Pascal pernah berujar “le Coeur a ses
raisons que la raison ne peut pas expliquer”, “the heart has its reasons when

 reason cannot explain”, “hati punya penalarannya sendiri bila nalar tidak
bisa menjelaskan alasannya”. '

Jakarta, akhir Desember 2012
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Pengantar

- Dialog: Mencan Titik Pijak Bersama

Dr. Leo Laba l.adjar. OFMl

Gejolak yang sudah bertahun-tahun berlangsung di Tanah Papua adalah
tanda ada masalah. Gejolak yang berkepanjangan itu seperti fumpur
lapindo yang tertekan dan terkurung di bawah permukaan bumi. Tetapi
begitu ada celah, ia menyembur ke luar dan mengharubirukan semua
yang ada di permukaan bumi. Orang bertanya apa masalahnya? Masalah
politik? Kesejahteraan? Hak asasi dan martabat manusia? Para analis sosial
bisa merumuskan macam-macam jawaban tentatif, tetapi gejolak hati.
berlangsung terus. Gejolak hati, gejolak perasaan memang tidak gampang
dirumuskan dan diberi nama yang bisa membuat kita berkata, “Ha! Itu
sudah!”. :

Ada berbagai cara untuk menyelesaikan masalah yang
menggerakkan gejolak itu. Dengan kekerasan? Sudah disadari dan diakui
bahwa cara itu tidak menyelesaikan masalah tetapi,
sebaliknya,memperbanyak masalah. Lalu ditemukan cara lain yang secara
halus disebut pendekatan keamanan. Nyatanya, itu berarti pendékatan
bersenjata yang justru tidak menciptakan rasa aman. Pendekatan
kesejahteraan? Bagus. Tetapi tidak serta-merta diterima, karena dianggap
gagasan sepihak, dijatuhkan “dari atas” untuk menjinakkan yang di
bawah. Masalah sosial, apalagi yang sudah menyangkut hati dan rasa,
memang tidak mudah diselesaikan dengan cara-cara yang diperhitungkan
dengan nalar yang bernas.

Suku-suku bangsa kita mengenal berbagi cara untuk menyelesaikan

- masalah secara damai. Antara lain mereka kumpul di “rumah- adat” dan
berbicara. Mereka tidak duduk di meja panjang atau meja bundar untuk

! Uskup Jayapura, Papua
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diskusi dan debat dengan sasaran siapa kalah siapa menang. Mereka \D :

duduk di tikar dan berbicara, atau mencetuskan perasaan dan pikirannya
tanpa aturan.Sasaran yang dicapai bukan siapa kalah siapa menang, tetapi
menerima apa yang perlu dan berguna untuk kita semua.

Proses itu kita kenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat.
Istilah lain, dari budaya lain, adalah dialog. Dialog bukan diskusi ilmuwan,
bukan debat politik, tetapi juga bukan sekedar obrol-mengobrol.
Diandaikan bahwa pihak-pihak yang berdialog merasa setara, duduk sama
rendah atas tikar yang sama, sehingga yang satu bisa merasakan perasaan
yang lain dan memahami pikirannya; dan kedua pihak dengan leluasa
bisa mengungkapkén perasaan dan pikirannya. Pada awal, luapan emosi ~
pasti lebih dominan, lebih-lebih dari pibak yang lama merasa tertekan.

" Tetapi, setelah lumpur-lumpur disemburkan, diharapkan hati terbuka dan
budi menjadi cerah untuk bersama-sama mencari dan menemukan titik-
pijak bersama untuk melangkah maju mengatasi masalah.

Dialog tidak gampang antara dua pihak yang nyatanya tidak setara,
seperti antara pemerintah dan sekelompok masyarakat, antara pengawal
kedaulatan negara dan kaum separatis, atau antara penjaga kebenaran
dalam satu agama dan kelompok sempalan.Dialog tidak mudah diterima
karena yang berada di posisi yang kuat biasanya tidak mampu
mendengarkan dan merasakan pihak yang lemah. Sasaran pihak yang
kuat bukan untuk mendapatkan titik-pijak yang sama yang membuat
kedua belah pihak sama-sama menang; target pihak yang lebih kuat itu
adalah mau “mengajari” dan “mempertobatkan” pihak lain yang ada dalam
posisi yang lemah. ‘

Supaya dialog terlaksana, pihak yang kuat harus berani turun, duduk

di tikar bersama yang lain. Lalu buka telinga untuk mendengafkan, buka
hati untuk merasakan dan, kalau tiba waktunya, barulah buka mulut
untuk bicara. Turun dari kursi ke tikar memang tidak gampang dan tidak
enak juga. Berbicara lebih menyenangkan daripada mendengarkan. Tetapi
gejolak hati yang gemuruh karena aneka masalah mengharapkan mitra
dialog yang telinganya besar dan siap terpasang seperti antena parabola,
sehingga bisa menangkap semua getaran gelombang dari hati, juga yang
tidak diucapkan. '
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I:!| Di Tanah Papua orang gampang sekali berbicara mengenai kasih.

Selain pendeta dan pastor, polisi dan tentara pun gencar menyerukan
bahwa kasih itu indah. Nah, untuk berdialog, perintah.cinta kasih itu
berbunyi begini: Dengarkanlah sesamamu dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu nyatakanlah perasaan
dan pikiranmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan

- segenap akal budimu.
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Dialog Sebagai Jalan Bukan
o Tujuan

| Waryono Abdul Ghafur®

SEJAK AWAL berdirinya, Indonesia adalah negara dengan semboyan
Bhineka Tunggal Tka (unity in diversityle pluribus unum). Pasca
runtuhnya Orde Baru dan Indonesia memasuki era Reformasi, ‘kata
mutiara’ ini harus terus dihidupkan dan dibesarkan kembali
gaungnya, karena semakin membesar dan meluasnya perilaku dan
bahkan ada kebijakan publik yang mengarah pada penghilangan
atau setidaknya menggerus nilai-nilai kebhinekaan tersebut. Untuk
menyebut sekadar contoh, adalah adanya debat panjang dan
kontroversial mengenai UU Pornografi, diberlakukannya Perda
Syari‘ah di beberapa daerah, dan lain-lain. Dua contoh tersebut cukup
memberi pengaruh pada semakin memudarkan identitas bangsa
Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, beragam, plural dalam
banyak hal: agama, suku, etnis, bahasa, adat-istiadat dan lain-lain.
Ditemukannya alat komunikasi dan sarana informasi yang canggih
serta mobilitas penduduk antar daerah, kini tidak ada satu kawasan
pun, termasuk di wilayah Indonesia yang steril dari adanya
persentuhan dan hubungan antar masyarakat yang beragam. Karena
itu, teknologi informasi dan komunikasi justeru mengukuhkan
pentingnya pemeliharaan prinisip Bhineka Tunggal Ika tersebut.
Prinsip itulah yang akan menjadikan manusia -dengan keragaman-
nya- untuk terus terdorong hidup bersama dalam perbedaan dan
saling menguatkan, bukan pembedaan dan saling menegasikan.

Persoalan lain yang masih menggelayuti ‘kaki dan sayap burung
Garuda’ adalah masih belum mempunyai pemerintah sebagai aparat

1 Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
2 Menyusul kemudian adalah PapuaBarat, Maluku, NTT, Aceh, NTB, Bengkulu, Gorontalo,
DL Yogyakarta, dan Lampung, REPUBLIKA, Jum’at, 18 Januari 2013, h. 28.
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yang mendapat amanah untuk menjalankan konstitusi dalam
~mewujudkan tujuan dan cita-cita eksistensial negara-bangsa Indo-
nesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 45, yaitu -
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia (dengan keanekaragamannya), memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia. Dari empat tujuan dan cita-cita
tersebut hanya nomor empat yang cukup menonjol sudah
diperankan oleh Indonesia yang notabene hal itu bersifat eksternal,
sementara tiga yang pertama yang bersifat internal, “masih jauh
panggang dari api’, meski pada 2013 ini, Indonesia akan
memperingati HUT kemerdekaan yang ke-68. Ini artinya, kalau
pemerintah tidak melakukan upaya sungguh-sungguh mewujudkan
tujuan dan cita-cita tersebut, maka dapat disebut sebagai
pemerintahan yang tidak konstitusional. Apa yang disebutkan dalam
pembukaan UUD 45 tersebut, bukan sesuatu yang perlu didialogkan,
tapi terus diingatkan, agar segera terwu]ud dan dirasakan oleh warga-
bangsa Indonesia apa pun etnis, suku, dan agamanya dan di mana
pun keberadaannya, baik ia di Indonesia maupun di luar negeri.

Era reformasi yang digadang-gadang menjadi pintu masuk
percepatan perwujudan tujuan dan cita-cita didirikannya negara
ini belum menampakkan ‘wajah’ yang sesungguhnya. Negara tak
kunjung memerdekakan bagian besar warganya dari himpitan
hidup yang semakin berat, karena kemiskinan yang akut.
Memasuki Januari 2013, masih tercatat ada 10 provinsi dengan
penduduk miskin tertinggi dan dari 10 provinsi itu, yang paling
tinggi tingkat kemiskinannya adalah Papua, yaitu 30,66%.2 Ini tentu
sebuah ironi, karena Papua adalah salah satu provinsi terkaya
sumber daya alamnya dan salah satu penyumbang negara terbesar
dari sumber daya alamnya tersebut. Kemiskinan yang tinggi di
Papua cukup sebagai petunjuk bahwa Negara, melalui pemerintah

- yang mengelolanya masih belum mampu memberikan
kesejahteraan kepada mereka. Secara ekonomi, hidup mereka
bagaikan “ayam mati di lumbung padi”. Sangat ironis memang.

- Sebagai akibatnya, menurut catatan Neles (h. 124), setidaknya
sampai 2008, anak—anak Papua di kampung belum mendapatkan
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D’ pendidikan yang bermutu, pada 2008 juga tercatat, 200 orang di
Kabupaten Dogiyai Papua meninggal karena kolera (tingkat

kesehatan yang rendah), dan penyebaran HIV/AIDS yang sangat .
cepat (h. 114). Fenomena ini justru terjadi setelah Jakarta
mengeluarkan kebijakan Otonomi Khusus bagi Papua.

Pada sisi lain, memang benar bahwa “bantuan pemerintah yang
kembali ke Papua” memang paling besar (disebut oleh Neles;
triliyunan rupiah) dibanding yang diberikan ke provinsi lain, namun
bantuan itu gagal mengentaskan hidup mereka dari kemiskinan.
Hal ini karena sejak awal pemerintah salah “menggunakan bahasa”.
Bahasa yg digunakan pemerintah tidak konstitusional, yaitu
“bantuan”, padahal mereka bukan orang lain dan luar yang harus
dibantu. Masyarakat Papua adalah warga Indonesia yang harus
dilindungi sebagaimana warga Indonesia yang lain, sehingga
menjadi warga yang sehat, cerdas dan bermartabat serta merasakan
hidup aman, jauh dari intimidasi dan marginalisasi serta pelabelan
negative yang ujung-ujungnya adalah perlakuan keras dan kasar
kepada mereka. Kesalahan bahasa tersebut kemudian diperparah
dengan kesalahan pendekatan pemerintah dalam memaknai
“bantuan”. Ada kecenderungan, rakyat Papua diperlakukan seperti
ayam broiler, kebutuhannya dipenuhi, tetapi dibuat bergantung |
pada pemerintah dan hidupnya dibatasi dalam “kandang”,
semuanya harus mengikuti Jakarta. Akibatnya dapat diduga,
kebijakan yang dibuat Jakarta untuk Papua tidak menyelesaikan
masalah yang real terjadi di Papua, seperti kemiskinan yang tinggi,

 kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan yang rendah, dan
keamanan. Dua contoh dapat dikemukakan di sini, yaitu mengenai
UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada 2001 dan
pembentukan Provinsi Papua Barat. Dua kebijakan tersebut belum
dapat “mengubah takdir” rakyat Papua, terutama “orang asli Papua”
menjadi lebih berdaya dan bermakna. Karena rendahnya
ketrampilan dan pendidikan mereka, kantong-kantong atau
peluang pekerjaan baru di provinsi baru tersebut, hanya bisa diisi
oleh “mereka yang dari luar” yang pasti bukan asli Papua.

Dua kebijakan tersebut merupakan buah dari paradigma yang
salah dalam mengelola Negara dan pemerintahan, yaitu paradigma
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politicking dan paradigma ekonomi. Paradigma pertama lebih
mengedepankan “menang-menangan” atau siapa yang kuat dan
berkuasa, sementara paradigma kedua lebih menekankan profit
taking, ambil untung atau apa untungnya. Dengan demikian sudah
dapat diprediksi bahwa dua kebijakan di atas hanya meménangkan :
dan menguntungkan yang berkuasa. Rakyat Papua tidak
mendapatkan keuntungan dan manfaat dari kebijakan itu. Harapan
dan idealitas dari dua kebijakan itu; tingkat kesejahteraan hidup
orang asli Papua semakin baik, rasa keadilan terjawab dan hak -
hidup terjamin, semuanya tinggal harapan.

Dua paradigma itu jelas bertentangan dengan Pancasila yang
sudah disepakati menjadi common platform bangsa dan Negara In-
donesia, terutama sila keempat. Sila keempat mengajarkan kepada
kita bahwa bahasa hikmah itulah yang harus dikedepankan. Bahasa
hikmah menekankan apa dan'siapa yang benar. Sila keempat jelas
menyatakan bahwa kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah
(kebenaran pengetahuan yang mencerahkan dan membebaskan dan
kebijaksanaan (kelapangan keadilan dan pertanggungjawaban).
Dalam bahasa lain, meminjam bahasa Neles Tebay, untuk mengurai
dan menyelesaikan Papua membutuhkan bahasa hati (h. 217 dan
229) atau bahasa qalbu. Hikmah hanya akan muncul dari kedalaman

- dan kesadaran hati. Dengarkan, hayati, dan rasakan dengan sebening
hati bahwa Papua adalah Indonesia. Orang-orangnya adalah orang
Indonesia, bukan orang lain, sehingga mereka juga harus tercakup
dalam tujuan didirikannya Negara ini, “yaitu memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian, dialog adalah jalan, cara dan upaya untuk
mewujudkan cita-cita eksistensial Negara ini dan menegakkan
konstitusi, bukan tujuan. Tujuan dialog adalah untuk
mengingatkan dan mendorong upaya mencapai kesejahteraan dan
kedamaian bersama. Namun, dialog yang dilakukan harus dengan
sepenuh hati, bukan sekadar formalitas dan mengurangi kekerasan,
sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Papua.

Yogyakarta, 29 Januari 2013.
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